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ABSTRAK 

 

Melalui Program Ketenagalistrikan 35.000 MW, Pemerintah membuka peran swasta untuk 

dapat membangun proyek ketenagalistrikan dimana porsi swasta melalui Independent Power 

Producer sebesar 26.981 MW, dan sisanya merupakan porsi PT PLN (Persero). Independent 

Power Producer ("IPP") pada dasarnya adalah badan usaha swasta yang mayoritas 

merupakan hasil joint venture (perusahaan patungan) antara 2 (dua) perusahaan yang 

membentuk perusaahaan bertujuan khusus (Special Purpose Company) untuk membangun, 

mengoperasikan, menjual tenaga listrik kepada PLN, lalu menyerahkan seluruh aset kepada 

PLN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Lebih lanjut penelitian 

ini akan membahas keuntungan dari pembentukan Joint venture Company serta skema Joint 

venture dalam praktik pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Metode penelitian yang 

penulis gunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum ada 

hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai joint venture. Dalam praktiknya joint 

venture memiliki manfaat dan tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan 

permasalahan diantara para pihaknya. Dengan demikian, maka terbukalah kemungkinan joint 

venture agreement dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali yang semakin membatasi 

hak-hak pemegang saham minoritas.  

 

Kata Kunci: Joint Venture, Pembangunan, Insfrastruktur, Ketenagalistrikan  

 

ABSTRACT 

 

Through the 35,000 MW Electricity Program, the Government opens the role of the private 

sector to be able to build electricity projects where the private portion through the 

Independent Power Producer is 26,981 MW, and the rest is the portion of PT PLN (Persero). 

Independent Power Producer ("IPP") is basically a private business entity, the majority of 

which is the result of a joint venture between 2 (two) companies that formed a special 

purpose company (Special Purpose Company) to build, operate, sell electricity to PLN, then 

hand over all assets to PLN in accordance with the time period specified in the Agreement. 

Furthermore, this research will discuss the advantages of the establishment of a Joint venture 

Company and the Joint venture scheme in the practice of electricity infrastructure 

development. The research method that I use is normative juridical. The results of this study 

found that there is no positive law in Indonesia that regulates joint ventures. In practice, the 

joint venture has benefits and does not rule out the possibility of generating problems among 

the parties. Thus, it opens up the possibility for the joint venture agreement to be used by the 

controlling shareholder which further limits the rights of minority shareholders. 
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A. PENDAHULUAN 

Setiap negara di dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya melakukan berbagai macam bentuk usaha. Usahal. tersebutl. dilakukanl. denganl. 

caral. danl. pendekatanl. yangl. berbedal. antaral. satul. negaral. denganl. negaral. lainnya.l. 

Salahl. satul. usahal. yangl. dapatl. dilakukanl. adalah dengan menarik sebanyak mungkin 

investasi asing masuk ke negaranya.1  

Program 35.000 MW merupakan program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi 

Widodo, tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan pasokan listrik bagi rakyat 

Indonesia, dimana program ini merupakan salah satu Kebijakan Energi Insonesia terkini 

disamping Kebijakan Energi Nasional (KEN), Diversifikasi Energi, Konservasi Energi, 

Subsidi Energi, Feed-in Tariff dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Domestik. Proyek 

ini dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Target 35.000 MW ini ditetapkan 

berdasarkan 3 (tiga) parameter, yaitu (1) asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% – 7% per 

tahun, (2) kenaikan konsumsi listrik listrik dari 800 kilowatt jam per kapita menjadi 1200 

kilowatt jam per kapita, serta (3)l. rasiol. elektrifikasil. daril. 80%l. menjadil. 96%l. padal. 

2019.l. Sehinggal. setiapl. tahunnyal. Indonesial. memerlukanl. penambahanl. kapasitasl. 

sekitar 6500 MW hingga 7000 MW atau 35000 MW dalam kurun waktu lima tahun sampai 

2019.2 

Hingga Agustus 2020, realisasi Proyekl. 35.000l. MWl. barul. mencapail. 8.400l. MWl. 

ataul. setaral. denganl. 24%.l. Kementerianl. Energil. danl. Sumberl. Dayal. Minerall. 

(ESDM)l. memproyeksikanl. bahwal. programl. inil. barul. akanl. rampungl. padal. rentangl. 

waktul. 2028l. hinggal. 2029.l. Dilihatl. daril. porsil. kepemilikanl. pembangkit,l. daril. 56,4l. 

GWl. tersebut,l. pembangkitl. yangl. dimilikil. PLNl. mencapail. 28%l. pengembangl. listrikl. 

swastal. ataul. Independentl. Powerl. Producerl. (IPP)l. 43%, kerja sama IPP dengan anak 

perusahaan PLN mencapai 17%, sisanya unalocated dan kerja sama antara wilayah usaha.3 

Melalui Program Ketenagalistrikan 35.000 MW, Pemerintah membuka peran swasta 

untuk dapat membangun proyek ketenagalistrikan dimana porsi swasta melalui Independent 

Power Producer sebesar 26.981 MW, dan sisanya merupakan porsi PT PLN (Persero). 

Independent Power Producer ("IPP") pada dasarnya adalah badan usaha swasta yang 

mayoritas merupakan hasil joint venture (perusahaan patungan) antara 2 (dua) perusahaan 

yang membentuk perusaahaan bertujuan khusus (special purpose company) untuk 

membangun, mengoperasikan, menjual tenaga listrik kepada PLN, lalu menyerahkan seluruh 

aset kepada PLN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Dengan 

mekanisme ini, badan usaha swasta melakukan kegiatan pembangunan infrastuktur 

ketenagalistrikan.  

Penanamanl. modall. asingl. merupakanl. salahl. satul. bentukl. utamal. transaksil. 

bisnisl. internasional.l. Adal. beberapal. bentukl. kerjasamal. antaral. penanamanl. modall. 

asingl. denganl. penanaml. modall. dalaml. negeril. yangl. dapatl. dilakukanl. sepertil. jointl. 

venture,l. jointl. enterpirse,l. productionl. sharingl. contract,l. maupunl. bentukl. kerjasamal. 

lainnya.l. Dil. banyakl. negara,l. peraturanl. pemerintahl. tentangl. penanamanl. modall. 

asingl. berbentukl. persyaratanl. jointl. venture,l. yaitul. persyaratanl. bahwal. penanamanl. 

 
1 Ahmad Yulianto, “Perananl. Multilaterall. Investmentl. Guaranteel. Agencyl. (MIGA)l. dalaml. Kegiatanl. Investasi”,l. 

Jurnall. Hukuml. Bisnisl. Vol.l. 22l. Nomorl. 5, 2003, hlm. 39. 
2 Ratih Hidayati, Gerakan Menerangi Indonesia : Optimasi Program 35000 MW, 2015, hlm. 1. 
3 https://industri.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2020-proyek-listrik-35000-mw-baru-tercapai-24, diakses 

tanggal 5 Desember 2020. 

https://industri.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2020-proyek-listrik-35000-mw-baru-tercapai-24
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modall. asingl. harusl. membentukl. jointl. venturel. dengan perusahaan lokal untuk 

melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan.4 

Joint venture atau Perusahaan patungan yang mana para pihak mengadakan perjanjian 

kerja sama patungan dalam bentuk modal. Adapun joint venture dalam Undang-Undang No. 

25 Tahunl. 2007l. tentangl. Penanamanl. Modal,l. jointl. venturel. yangl. dimaksudkanl. 

adalahl. equityl. jointl. venture.l. Menurutl. Sunaryatil. Hartono,l. istilahl. jointl. venturel. 

olehl. paral. aslil. dikenall. denganl. istilahl. verzamelnaaml. yangl. dipakail. sebagail. istilahl. 

berbagail. bentuk kerja sama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal 

asing. Dengan berdirinya joint venture company untuk pengembangan insfastruktur 

ketenagalistrikan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economicl. 

growth),l. yangl. berartil. memperluasl. lapanganl. kerja,l. pengembanganl. industril. 

susbtitusil. imporl. untukl. menghematl. devisa,l. alihl. teknologi,l. membangunl. prasaranl. 

sertal. untukl. memgembangan daerah tertinggal. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, adapun perumusan masalah yang akan 

menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai keuntungan dari 

pembentukan Joint venture Company serta skema Joint venture dalam praktik pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan? 

 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data berbentuk uraian-uraian yang menganalisis 

secara sistematis, faktual, dan akurat terkait joint venture company dalam infrastruktur 

ketenagalistrikan. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau Data sekunder 

yang menjadi bahan dasar untuk penelitian serta menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian.5 Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer 

sekunder dan tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengertian Joint venture dan Kedudukannya di dalam Perundang-Undangan 

Joint venture dikembangkan pertama-tamal. dalaml. praktekl. bisnisl. dil. Amerikal. 

Serikat.l. Pengertianl. jointl. venturel. sendiril. sulitl. dirumuskanl. secaral. seragaml. 

dikarenakanl. setiapl. penulisl. yangl. berusahal. mendefenisikan joint venture 

merumuskannya secara beragam dan pengertian tersebut juga tidak ditetapkan di dalam 

peraturan perundang-undangan. Joint venture merupakan hasil kreasi dari putusan pengadilan 

Amerika Serikat, yang mengembangkan gagasan bahwa suatu status dapat diciptakan orang-

orang yang menggabungkan harta dan jasanya dalam pelaksanaanl. suatul. usahal. tanpal. 

membentukl. suarul. partnershipl. dalaml. pengertianl. formal.l. Istilahl. jointl. venturel. 

pertamal. kalil. digunakanl. dalaml. pengertianl. modernl. dalaml. perkaral. Rossl. Vl. Willet, 

perkara di New York yang diputuskan pada tahun 1894. Selanjutnya, perkembangan dan 

popularitas joint venture sebagai bentuk asosiasi terutama merupakan kebutuhan bisnis. 

Sunaryati Hartonol. menyebutkanl. bahwal. istilahl. jointl. venturel. olehl. paral. ahlil. 

dipergunakanl. sebagail. istilahl. verzamelnaaml. untukl. berbagail. bentukl. kerjasamal. 

 
4 John W. Head, “Pengantar Umum Hukum Ekonomi” (Jakarta: Proyek Elips, 1997). hlm 91 
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13. 
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antaral. penanaml. modall. nasionall. denganl. penanaml. modall. asing.6l. Sunaryatil. 

Hartonol. memberikanl. batasanl. jointl. venturel. secaral. luas,l. bawal. setiapl. usahal. 

bersamal. antaral. modall. Indonesial. danl. modall. asing,l. baikl. merupakanl. usahal. 

bersamal. antar swasta ataupun pemerintah dan pemerintah.7 

Peter Muchlinski jugal. mengatakanl. istilahl. jointl. venturel. tidakl. mempunyail. 

maknal. yangl. seragam,l. hanyal. sajal. istilahl. tersebutl. biasanyal. merujukl. padal. adanyal. 

perjanjianl. ataul. kesepakatanl. antaral. dual. perusahaanl. yangl. independen.l. Dalaml. 

perspektifl. yangl. khususl. dalaml. tataranl. praktek,l. jointl. venturel. melibatkanl. dual. 

ataul. lebihl. perusahaanl. indukl. untukl. memperolehl. keuntunganl. ataul. mencapail. 

tujuanl. komersial,l. keuanganl. danl. teknisl. oprasionall. secaral. bersama-sama.l. 

Kesepakatanl. tersebutl. biasanyal. dituangkanl. dalaml. suatul. perjanjianl. jointl. venturel. 

(jointl. venturel. agreement)l. yangl. mengaturl. mengenail. pengendalianl. (control), proporsi 

modal antara perusahaan.8 

Bagi pelaku usaha sendiri,l. jointl. venturel. merupakanl. salahl. satul. caral. yangl. 

efektifl. untukl. mengembangkanl. danl. meningkatkanl. usaha.l. Sebagaimanal. yangl. 

dikemukanl. olehl. Ianl. Hewitt,l. jointl. venturel. sangatl. pentingl. untukl. dunial. usahal. 

karenal. telahl. menjadil. pilihanl. strategisl. yangl. pentingl. bagil. banyakl. perusahaan,l. 

terutamal. yangl. beroperasil. secaral. internasional.9 

Joint venture menjadil. suatul. hall. yangl. populerl. saatl. inil. dikarenakanl. 

manfaatnya,l. khususnyal. sebagail. konsepl. alternatifl. strategisl. bisnisl. dalaml. kompetisil. 

padal. tingkatl. global.l. Dalaml. skalal. luasl. jointl. venturel. terjadil. padal. berbagail. 

sektorl. baikl. padal. industril. manufakturl. maupunl. jasa,l. menurutl. Wallacel. jointl. 

venturel. adalahl. bertemunyal. dual. ataul. lebihl. pebisnisl. independenl. yangl. memilikil. 

tujuanl. bersamal. dalaml. mencapail. outcomel. tertentul. yangl. manal. tidakl. dapatl. 

dicapail. bilal. dijalankanl. secaral. sendiri.10 

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, jointl. venturel. agreementl. ataul. dapatl. 

disebutl. sebagail. perjanjianl. kerjasamal. patunganl. adalahl. kontrakl. yangl. mengawalil. 

kerjasamal. jointl. venture.l. Kontrakl. tersebutl. menjadil. dasarl. bagil. pembentukkanl. 

ataul. pendirianl. jointl. venturel. company,l. yangl. merupakanl. perusahaanl. patunganl. 

dimanal. pemegangl. sahamnyal. adalahl. paral. pihakl. yangl. mengadakanl. perjanjianl. 

kerjasamal. usahal. patungan.11 Adapun pengertianl. jointl. venturel. sebenarnyal. tidakl. 

secaral. eksplisitl. diaturl. dalaml. Undang-Undang,l. namunl. hall. itul. dijelaskanl. padal. 

Pasall. 5l. Ayatl. (3)l. hurufl. al. Undang-Undangl. No.l. 25l. Tahunl. 2007l. tentang 

Penanaman Modal: 

“Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk 

perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian 

perseroan terbatas.” 

 
6 Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaanl. Jointl. venturel. dalaml. Penanamanl. Modall. Asingl. dil. Indonesia”, FH UI, 

2010, Hal. 14 
7 Sunarjati Hartono, “Masalah-masalah dalam Joint venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia”, 

Bandung, 1974, Hal. 25 
8 Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan Joint venture dalam…….”, Hal. 14 
9 Ian Hewitt, “Joint Ventures”, Second edition, Sweet and Maxwell A Thomson Company, London, 2001, hlm. 

1. 
10 Arman Jayady, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator Nur Bahagia, “Perkembangan Joint peration 

pada Proyek Infrastruktur di Indonesia”, Teknik Sipil ITB Bandung, 2013. Hal. 5 
11 Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan Joint venture dalam…….”, Hal. 15 
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Dengan demikian, pengertian joint venture secara umum dirumuskan sebagai tali 

ikatanl. ataul. asosiasil. ataul. perusahaanl. yangl. dibentukl. untukl. secaral. bersama-samal. 

menjalankanl. kegiatanl. usahal. ataul. untukl. mencapail. maksudl. danl. tujuanl. bersamal. 

dil. bawahl. manajemenl. bersamal. denganl. menyerahkan kontribusi berupa modal atau 

tenaga serta membagi resiko, kerugian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. 

Pasal 77 Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja beberapa ketentuan 

dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilakukan perubahan. 

Pasal 12 Undang-Undang No 25 tahun 2007 saat ini menjadi: 

(1) "Semual. bidangl. usahal. terbukal. bagil. kegiatanl. penanalnanl. modal,l. kecualil. 

bidangl. usahal. yangl. dinyatakanl. tertutupl. untukl. penanamanl. modall. ataul. 

kegiatanl. yangl. hanyal. dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a. budi daya dan industri narkotika golongan I;  

b. segalal. bentukl. kegiatanl. perjudianl. dan/ataul. kasino;l.  

c. penangkapanl. spesiesl. ikanl. yangl. tercantuml. dalaml. Lampiranl. Il. 

Conuentionl. onl. Internationall. Tradel. inl. Endangeredl. Speciesl. ofl. Wildl. 

Faunal. andl. Floral. (crrES);l.  

d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilanl. karangl. 

daril. alaml. yangl. digunakanl. untukl. bahanl. bangunanlkapurl. lkalsium,l. 

akuarium,l. danl. souvenir/perhiasan,l. sertal. korall. hidupl. ataul. korall. matil. 

(recent death corat) dari alam;  

e. industri pembuatanl. senjatal. kimia; dan 

f. industri bahan kimia industril. danl. industril. bahanl. per-usakl. lapisan ozon. 

(3) Ketentuanl. lebihl. lanjutl. mengenail. persyaratanl. penanarnanl. modall. 

sebagaimanal. dimaksudl. padal. ayatl. (1)l. danl. ayatl. (2)l. diaturl. dalaml. 

Peraturanl. Presiden.” 

Dalam buku Anderson’s Business Law And The Legal Environment yang ditulis 

oleh Davidl. P.l. Twomeyl. disebutkan:“Jointl. venturel. isl. relationshipl. inl. whichl. twol. 

orl. morel. personsl. cominel. theirl. laborl. orl. propertyl. forl. singlel. businessl. 

undertakingl. andl. sharel. profitsl. andl. lossesl. equallyl. orl. asl. otherwisel. agreed.” 

Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa joint venture merupakan suatu 

kerangka perjanjian antara dua pihak (perusahaan) atau lebih yang memiliki tujuan yang 

sama. Perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan joint venture. 

Dengan skema joint venture ini para pihak mendapatkan beberapa manfaat seperti:12 

1. Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya karena adanya unsur 

pembagian kebutuhan; 

2. Transfer teknologi antar pihak; 

3. Meminimalisasi resiko usaha; 

4. Memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global. 

Disinil. terlihatl. bahwal. jointl. venturel. merupakanl. salahl. satul. saranal. menarikl. 

modall. asingl. yangl. dalaml. pelaksanaannyal. berdasarkanl. persetujuanl. paral. pihak.l. 

Persetujuanl. dimaksudl. harusl. memenuhil. kaidahl. perjanjianl. dalaml. Pasall. 1320l. 

Kitabl. Undang-Undangl. Hukuml. Perdatal. yaitu:13 

1. Paral. pihakl. sepakatl. untukl. mengikatkanl. dirinya; 

 
12 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-

joint-venture/ 
13 Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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2. Paral. pihakl. cakapl. untukl. melakukanl. suatul. perbuatanl. hukum; 

3. Perbuatanl. hukuml. tersebutl. harusl. mengenail. suatul. hall. tertentu;l. dan 

4. Persetujuanl. tersebutl. harusl. mengenail. suatul. hall. yangl. tidakl. bertentanganl. 

denganl. hukum,l. kesusilaan,l. danl. ketertibanl. umum. 

Undang-undang Penanaman Modal mengaturl. beberapal. hall. yangl. menjadil. 

landasanl. sebuahl. perjanjianl. antaral. pihakl. asingl. denganl. pihakl. lokal,l. diantaranyal. 

berkaitanl. dengan: 

1. Bentukl. badanl. usahal. danl. kedudukan; 

2. Ketenagakerjaan; 

3. Bidangl. usaha; 

4. Hak, kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal; 

5. Pengesahan dan perizinan perusahaan; 

6. Penyelesaian sengketa. 

 

Adapun syarat-syara untuk dapat melakukan Joint venture Company sendiri antara lain 

adalah: 

1. Wajibl. dalaml. bentukl. Perseroanl. Terbatasl. (PT)l. jikal. adal. unsurl. modall. 

asing.14l.  

2. Bagil. jointl. venturel. PMA,l. modall. dalaml. negeril. minimall. 51%l. daril. totall. 

modall. perusahanl. patunganl. (Jointl. venturel. Company)l. tersebut.l. Namunl. 

prosentasel. kepemilikanl. inil. bisal. lebihl. besarl. ataul. lebihl. kecil,l. tergantungl. 

padal. bidangl. usahal. yangl. akanl. dimasukil. olehl. perusahaanl. jointl. venturel. 

tersebutl. mengingatl. Pemerintahl. Indonesial. telahl. menerbitkanl. Daftarl. Negatifl. 

Investasil. (Negativel. Investmentl. List)l. yangl. dil. dalamnyal. disebutkanl. 

prosentasel. maksimall. modall. asingl. yangl. bolehl. masukl. padal. bidangl. usahal. 

tertentu.15  

3. Ada sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk perusahaan joint venture16. 

sehingga.calon investorlharus melihat Daftar Negatif Investasi yang terbaru. 

4. Perusahaan joint venture PMA wajib mengajuka izin prinsip dan izin usaha tetap. 

(IUT)l. kel. Badanl. Koordinasil. Penanamanl. Modall. (BKPM). 

5. Perusahaan joint venture PMA secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM. 

Mengenail. perusahaanl. dalaml. negeril. sendiri,l. Penanamanl. Modall. Dalaml. 

Negeril. (PMDN)l. berpeganganl. padal. Pasall. 5l. ayatl. (1)l. UUl. 25/2007l. yangl. 

menyatakanl. bahwa: “PMDN dapatldilakukan dalam bentuk adan usaha yang 

berbentuklbadanl.hukum, tidakl. berbadanlhukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Denganl. demikian,l. PMDNl. merupakanl. perusahaanl. yangl. didirikanl. 

berdasarkanl. hukuml. Negaral. Indonesia yangl. melakukanl. penanamanl. modall. dil. 

wilayahl. Republikl. Indonesial. danl. sahaml. besertal. hak-hakl. yangl. melekatl. padal. 

sahaml. tersebut (Undang-Undangl. Nomorl. 40l. Tahunl. 2007l. tentangl. Perseroanl. 

Terbatas)l. dimilikil. olehl. perseoranganl. wargal. negaral. Indonesia,l. BUMN,l. BUMD,l. 

pemerintahl. daerahl. ataul. pemerintahl. Republikl. Indonesia.l. Mengingatl. jointl. venturel. 

 
14 Lihat Pasall. 5l. Ayatl. 2l. Undang-Undangl. No.l. 25l. Tahun 2007 
15 Dapatl. melihatl.l. Peraturanl.l. Presidenl.l. Nomorl.l. 44l.l. Tahunl. 2016 
16 Lihal Pasal 77 Ayat 2 UU No. 11l. Tahunl. 2020l. tentangl. Ciptal. Kerjal. yangl. merubahl. Pasall. 12 UU No. 25 Tahun 

2007 

http://easybiz.id/9-keuntungan-mendirikan-pt-untuk-bisnis-anda/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas
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padal. dasarnyal. merupakanl. upayal. patunganl. modal,l. makal. dimungkinkanl. bagil. dua 

perusahaan dalam negeri untuk membentuk suatu joint venture company. 

Pada dasarnya, berakhirnya kontrak kerja sama join venture dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu:17 

1. Masing - masing  pihak  sepakat  dan  setuju  untuk  mengakhiri  kerja  sama  sebelum  

jangka  waktu berakhir. 

2. Terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan pemutusan kerja 

sama. 

3. Jangka waktu kontrak kerja sama telah berakhir. 

Indonesial. melakukanl. privatisasil. utilitasl. sektorl. publikl. Perusahaanl. Listrikl. 

Negaral. (PLN)l. sejakl. awall. 2000-an.l. Terdapatl. sejumlahl. IPPl. yangl. didirikanl. padal. 

tahunl. 1990-anl. denganl. kesepakatanl. korupl. yangl. memaksal. PLNl. (Perusahaanl. 

Listrikl. Negara)l. untukl. membelil. listrikl. denganl. hargal. berlipat.18 

Padal. tahunl. 2002,l. pemerintahl. Indonesial. danl. DPRl. RIl. telahl. melahirkanl. 

Undang-Undangl. Nomorl. 20l. Tahunl. 2002l. tentangl. Ketenagalistrikkanl. yangl. 

menggantikanl. Undang-Undangl. Nomorl. 15l. Tahunl. 1985.l. Undang-undangl. inil. lahirl. 

sebagail. penjabaranl. secaral. hukuml. daril. kemauanl. politikl. pemerintahl. Indonesial. 

atasl. sektorl. ketenagalistrikkan.l. Sebeluml. Undang-Undangl. No.l. 30l. Tahunl. 2009l. 

ditetapkan,l. usahal. penyediaanl. tenagal. listrikl. dijalankanl. berdasarkanl. Undang-

Undangl. No.l. 15l. Tahunl. 1985l. tentangl. Ketenagalistrikanl. danl. peraturanl. 

pelaksananya,l. khususnyal. Peraturanl. Pemerintahl. No.l. 10l. Tahunl. 1989l. tentangl. 

Penyediaanl. danl. Pemanfaatanl. Tenagal. Listrik.l. Dalaml. reziml. pengaturanl. ini,l. 

penyediaanl. tenagal. listrikl. untukl. kepentinganl. umuml. dapatl. dilakukanl. olehl. kuasal. 

usahal. ketenagalistrikanl. sertal. Izinl. Usahal. Ketenagalistrikan.l. Kuasal. Usahal. 

Ketenagalistrikanl. adalahl. kewenanganl. yangl. diberikanl. olehl. Negaral. kepadal. Badanl. 

Usahal. Milikl. Negaral. (dalaml. hall. inil. adalahl. Perusahaanl. Listrikl. Negara)l. untukl. 

melaksanakanl. usahal. penyediaanl. tenagal. listrikl. untukl. kepentinganl. umum.19l. 

Sementaral. itu,l. yangl. dimaksudl. denganl. Izinl. Usahal. Ketenagalistrikanl. adalahl. “Izinl. 

yangl. diberikanl. olehl. Pemerintahl. kepadal. Koperasil. ataul. swastal. untukl. melakukanl. 

usahal. penyediaanl. tenagal. listrikl. untukl. kepentinganl. umuml. ataul. kepadal. koperasi,l. 

swasta,l. BUMNl. ataul. lembagal. negaral. lainnyal. untukl. melakukanl. usahal. penyediaanl. 

tenagal. listrikl. untukl. kepentinganl. sendiri”.20l. Selanjutnya pada tahun 2003-2004, 

Undang-Undangl. Nol. 20l. tahunl. 2002l. tentangl. Ketenagalistrikanl. inil. diajukanl. 

gugatanl. Judiciall. Reviewl. kel. Mahkamahl. Konstitusil. olehl. beberapal. kalanganl. Civill. 

Society.l. Pasca dibatalkannya undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membuat 

konsep baru undang-undang ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang No 20 

Tahun 2002 yang dibatalkan dan lahirlah Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan.  

Dalaml. Undang-Undangl. No.l. 30l. Tahunl. 2009,l. dijelaskanl. bahwal. penyediaanl. 

tenagal. listrikl. terbagil. atasl. pembangkitan,l. transmisi,l. distribusi,l. danl. penjualanl. 

 
17 I Gusti Ngurah Rendral. Suryana,l. Il. Nyomanl. Putul. Budiartha,l. Nil. Madel. Puspasutaril. Ujianti,l. “Perjanjianl. Kerjal. 

Samal. (Jointl. Venture)l. Penanamanl. Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan”, Fakultas Ilmu Hukum Universitas 

Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 348 
18 Paryono, “Perkembangan Hukuml. Energil. Ketenagalistrikanl. dil. Indonesia”,l. Programl. Doktorl. FHl. Universitasl. 

Muhammadiyah Surakarta, Hal. 507 
19 Lihat Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 10 Tahun 1989, Ps. 

3 ayat (2). 
20 Ibid, Pasal 6 ayat (1) 
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tenagal. listrik.l. Berdasarkanl. Undang-Undangl. Nol. 30l. Tahunl. 2009,l. penyediaanl. 

tenagal. listrikl. dikuasail. olehl. negaral. yangl. penyelenggaraannyal. dilakukanl. olehl. 

pemerintahl. danl. pemerintahl. daerahl. berlandaskanl. prinsipl. otonomil. daerah,l. yangl. 

dilaksanakanl. olehl. BUMNl. danl. BUMD.l. Namunl. demikian,l. untukl. Badanl. usahal. 

swasta,l. koperasi,l. danl. swadayal. masyarakatl. dalaml. kedudukannyal. dapatl. 

berpartisipasil. dalaml. usahal. penyediaanl. tenagal. listrik.21l. Lebihl. jauh,l. usahal. 

penyediaanl. tenagal. listrikl. inil. dapatl. dilakukanl. secaral. terintegrasi.22l. Adapunl. 

penyediaanl. tenagal. listrikl. secaral. terintegrasil. inil. dilakukanl. olehl. 1l. (satu)l. badanl. 

usahal. dalaml. 1l. (satu)l. wilayahl. usaha.23l. Secaral. keseluruhan,l. Izinl. Usahal. 

Penyediaanl. Tenagal. Listrikl. (“IUPTL”)l. dibutuhkanl. olehl. setiapl. orangl. yangl. 

menyelenggarakanl. penyediaanl. tenagal. listrikl. sesuail. denganl. jenisl. usahanya. 

Undang -undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di Pasal 42 mengubah, 

menghapus atau menetapkan pengaturan baru di beberapa ketentuan yang di atur dalam 

Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah24 

segalal. sesuatul. yangl. menyangkutl. penyediaanl. danl. pemanfaatanl. tenagal. listrikl. 

sertal. usahal. penunjangl. tenagal. listrik.l. Usahal. ketenagalistrikanl. merupakanl. salahl. 

satul. bidangl. usahal. yangl. sangatl. krusiall. dalaml. mewujudkanl. kesejahteraanl. rakyatl. 

sertal. termasukl. kel. dalaml. cabang-cabangl. produksil. yangl. pentingl. bagil. negaral. danl. 

menguasail. hajatl. hidupl. orangl. banyak.25 

 

2. KEUNTUNGAN DAN PERMASALAHAN SEPUTAR JOINT VENTURE 

COMPANY 

a) Keuntungan (Manfaat) Joint Venture Company 

Menurut Erman Radjagukguk, alasan-alasan pendirian joint venture company antara 

lain:26 

1. Pihak asing memilihl. jointl. venturel. denganl. perusahaanl. lokall. karenal. telahl. 

berpengalamanl. danl. menguasail. pasar dalam negeri; 

2. Pengusahanl. lokall. telahl. memilikil. sumber bahan baku; 

3. Memudahkanl. hubunganl. denganl. pemerintahl. dan masyarakat lokal. 

Dari ketiga alasan tersebut, maka pendirian joint venture memiliki manfaat untuk 

menciptakan sinergitas antaral. potensil. lokall. denganl. asing.l. Jointl. venturel. 

memungkinkanl. 2l. perusahaanl. menggabungkanl. keahlianl. masing-masingl. dalaml. 

 
21 Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 4 Ayat 2 
22 Lihat Peraturanl. Pemerintahl. tentangl. Kegiatanl. Usahal. Penyediaanl. Tenagal. Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN 

No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Ps. 3 ayat (2). 
23 Ibid., Ps. 1 angka 12 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah usaha disini adalah wilayah yang 

ditetapkanl. Pemerintahl. sebagail. tempatl. badanl. usahal. distribusil. dan/ataul. penjualanl. tenagal. listrikl. melakukanl. 

usahal. penyediaanl. tenagal. listrik.l. Adapunl. terminologil. inil. dapatl. disamakanl. denganl. “Daerahl. Usaha”l. sepertil. 

yangl. dimaksudl. dalaml. PPl. No.l. 10l. Tahunl. 1989.l. Sekalipunl. tidakl. diberikanl. definisil. secaral. tegasl. terkaitl. denganl. 

Daerahl. Usaha,l. namunl. dapatl. terlihatl. daril. Pasall. 10l. peraturanl. tersebut,l. bahwal. yangl. dimaksudl. denganl. Daerahl. 

Usahal. adalahl. daerahl. yangl. ditetapkanl. olehl. menteril. untukl. usahal. penyediaanl. tenagal. listrikl. untukl. kepentinganl. 

umum.l. Olehl. karenal. itu,l. padal. dasarnyal. terminologil. Daerahl. Usahal. danl. Wilayahl. Usahal. dapatl. dipersamakan, 

yakni tempat dimana kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan. 
24 Ibid, Pasal 1 Angka 1 
25 Grita Anindarini,l. Margarethal. Quina,l. “Mengenall. kebijakanl. perencanaanl. Ketenagalistrikanl. di Indonesia”, 

Hal. 3 
26 Erman Radjagukguk,l. Hukuml. Investasil. dil. Indonesia, (Jakarta : FHUI),  hlm. 83. 
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membangunl. ataul. mengembangkanl. suatul. sektorl. usahal. tertentu.l. Raymakersl. 

mengemukakanl. 6l. (enam)l. manfaatl. jointl. venturel. sebagail. berikut:27 

1. Pembatasan risiko 

 Denganl. mendirikanl. perusahaanl. jointl. venture,l. risikol. dapatl. tersebarl. kepadal. 

pihakl. lain,l. tidakl. hanyal. pada satu pihak. 

2. Aspekl. pembiayaan 

 Usahal. mendayagunakanl. modall. dapatl. dilakukanl. denganl. sederhanal. denganl. 

menyatukanl. modall. yangl. dibutuhkanl. dalaml. satul. perusahaan. 

3. Menghematl. tenaga 

 Jikal. dilihatl. daril. kekuatanl. tenagal. kerjal. yangl. dibutuhkan,l. penangananl. yangl. 

disatukanl. dalaml. satul. perusahaanl. jointl. venturel. akanl. mengurangil. personalial. 

yangl. dibutuhkanl. dibandingkanl. denganl. kegiatanl. yangl. dilakukanl. sendiril. olehl. 

setiapl. perusahan. 

4. Rentabilitas 

 Denganl. mendirikanl. perusahaanl. jointl. venture,l. rentabilitasl. (hall. menguntungkanl. 

danl. merugikan)l. daril. investasi-investasil. yangl. adal. daril. paral. pihakl. dapatl. 

diperbaiki. 

5. Kemungkinanl. optimasil. knowl. how 

 Pendirianl. perusahaanl. jointl. venturel. diharapkanl. dapatl. menyatukanl. potensi-

potensil. daril. paral. pihakl. (partner)l. yangl. berlatarl. belakangl. bidangl. usahal. yangl. 

berbeda-bedal. baikl. daril. dalaml. negeril. maupunl. daril. luarl. negeri.l. Kerjal. samal. 

tersebutl. diharapkanl. dapatl. memunculkanl. diversifikasil. usaha. 

6. Kemungkinanl. pembayatasanl. kongkurensi 

 Pengadaan peruhaan joint venture memungkinkan adanya saling ketergantungan. 

b) Permasalahan Seputar Joint Venture Company 

1. Persentase kepemilikan saham memperngaruhi Suara dalam RUPS; 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwal. Sahaml. 

memberikanl. hakl. kepadal. pemiliknyal. untukl. menghadiril. danl. mengeluarkanl. suaral. 

dalaml. RUPS,l. namunl. ketentuanl. tersebutl. tidakl. berlakul. nagil. klasifikasil. sahaml. 

tertentu.28 Klasifikasi saham didalam UUPT mencakup hal sebagai berikut: 

• Sahaml. denganl. hakl. suaral. ataul. tanpal. hakl. suara; 

• Sahaml. denganl. hakl. khususl. untukl. mencalonkanl. anggotal. Direksil. dan/ataul. 

anggotal. Dewanl. Komisaris; 

• Sahaml. yangl. setelahl. jangkal. waktul. tertentul. ditarikl. kembalil. ataul. ditukarl. 

denganl. klasifikasil. sahaml. lain; 

• Sahaml. yangl. memberikanl. hakl. kepadal. pemegangnyal. untukl. menerimal. dividenl. 

lebihl. dahulu; 

• Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari 

pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam 

likuidasi. 

Dalam praktiknya, jumlah persentase kepemilikan saham dalam perusahaan joint 

venture akan mempengaruhi suara dalam RUPS. Pemegang Saham Mayoritas biasanya 

menduduki jabatan-jabatan kunci dalam perseroan sehingga mempengaruhi suara di dalam 

RUPS. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi pasti mengenail. 

Pemegangl. Sahaml. Mayoritasl. danl. Pemegangl. Sahaml. Minoritas.l. Berkaitanl. denganl. 

 
27 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakara : Rajawali Pers), hal. 208. 
28 Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 
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perlindunganl. terhadapl. pemegangl. sahaml. minoritas,l. Undang-Undangl. Perseroanl. 

Terbatasl. sekurang-kurangnyal. mengaturl. adanya:l. (1)l. Hakl. Perseoranganl. (Personall. 

Right)l. yaitul. setiapl. pemegangl. sahaml. berhakl. mengajukanl. gugatanl. terhadapl. 

Perseroanl. melaluil. Pengadilanl. Negeril. dil. daerahl. hukumnya;l. (2)l. Hakl. Penilaianl. 

(Appraisall. Right)l. adalahl. hakl. pemegangl. sahakl. minoritasl. untukl. membelal. 

kepentingannyal. dalaml. rangkal. menilail. hargal. saham;l. (3)l. Hakl. Utamal. (Pre-

emptivel. Right)l. adalahl. hakl. untukl. memintal. didahulukanl. ataul. hakl. untukl. 

memilikil. lebihl. dulul. atasl. sahaml. yangl. ditawarkan;l. (4)l. Derivativel. Right,l. adalahl. 

kewenanganl. Pemegangl. Sahaml. Minoritasl. untukl. menggugatl. Direksil. danl. 

Komisarisl. yangl. mengatasnamakanl. perseroan;l. (5)l. Hakl. Angket/Pemeriksaanl. 

(Enquetel. Recht),l. adalahl. hak untuk melakukan pemeriksaan. 

 

2. Regulasi yang Tidak Secara Rinci Mengatur Mengenai Kedudukan joint venture 

Ketentuan mengenai joint venture company tidak diatur secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan. Hal ini menjadi keuntungan sekaligus permasalahan di dalam 

pelaksanaannya.  

 

3. Perbedaan Budaya 

Menurutl. Swierzek,l. faktorl. kritisl. keberhasilanl. untukl. usahal. patunganl. telahl. 

menjadil. mutualitasl. tujuanl. antaral. mitra.l. Sebuahl. jointl. venturel. internasionall. yangl. 

efektifl. memerlukanl. mitral. untukl. menyetujuil. tujuanl. fundamentall. mereka.l. Tujuanl. 

akanl. sulitl. untukl. ditentukan,l. sekalipunl. budayal. yangl. sama.l. Hall. inil. mengarahl. 

kel. sumberl. pertamal. daril. konflikl. danl. menyeimbangkanl. daril. kepentinganl. yangl. 

berbeda.l. Jointl. venturel. cukupl. sulitl. dikelolal. karenal. berbadail. perbadaanl. yangl. 

adal. danl. semual. keputusanl. berdasarkanl. padal. manajemenl. puncakl. berdasarkanl. 

kesepakatan.l. Swierzekl. menegaskanl. budayal. adalahl. pengaruhl. yangl. kuatl. padal. 

bagaimanal. kompromil. disepakati,l. karenal. kebudayaanl. memberikanl. asumsil. yangl. 

mendasaril. atasl. keputusanl. yangl. dibuat.29 

Menurutl. Ozorhon,l. budayal. menjadl. faktorl. pentingl. bagil. usahal. bersamal. 

karenal. budayal. dlihatl. sebagail. salahl. satul. faktorl. utamal. daril. kegagalanl. daril. 

usahal. patungan.l. Padal. penelitianl. yangl. dilakukanl. antaral. negaral. Asial. danl. 

Amerikal. kurangnyal. salingl. melengkapil. antaral. mitral. adalahl. merupakanl. faktorl. 

yangl. palingl. pentingl. daril. kegagalanl. jointl. venture.l. Ozorhonl. menegaskanl. 

kurangnyal. salingl. melengkapil. disebabkanl. olehl. kegagalanl. untukl. memahamil. 

bagaimanal. asumsil. budayal. mempengaruhil. perkembanganl. perusahaanl. patungan.l. 

Budayal. akanl. mempengaruhil. hubunganl. antaral. pihakl. yangl. bermitral. dengan 

perusahan joint venture.30 

Dalam hal kemungkinan timbulnya permasalahan akibat joint venture company 

tersebut, ketentan mengenai pilihan hukum pada joint venture agreement sebaiknyal. diaturl. 

secaral. tegasl. padal. pembentukanl. perjanjian.l. Terkaitl. penyelesaianl. permasalahanl. 

yangl. kemungkinanl. akanl. timbul,l. jointl. venturel. agreementl. denganl. pengaturanl. 

klausull. Choicel. ofl. Forum,l. ataul. Choicel. ofl. Jurisdictionl. ataul. Choicel. ofl. Courtl. 

dalaml. perjanjianl. yangl. disepakatil. paral. pihak, terdapatl. 2l. (dua)l. caral. yangl. dapatl. 

ditempuhl. yaitul. :l. penyelesaianl. bersifatl. litigasil. melaluil. pengadilanl. danl. 

 
29 F.W. Swierczek, Culture and Conflict in Joint Venture in Asia, Journal International of Project Management, 

hlm. 39-47.  
30 Arditi B. Ozorhon, Implication of Culture in the Performance of International Construction Joint Venture, 

Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol 134. No. 5, 361-371. 
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penyelesaianl. bersifatl. non-litigasil. sepertil. arbitrase.l. Selainl. arbitrase,l. alternativel. 

penyelesaianl. sengketal. lainnyal. adalahl. mediasil. danl. konsiliasil. yangl. memungkinkanl. 

ditempuhl. selamal. prosesl. arbitrasel. berlangsung.l. Ketentuanl. Choicel. ofl. Jurisdictionl. 

haruslahl. secaral. jelasl. termaktubl. dil. dalaml. jointl. venturel. agreement.31 

Dalaml. hall. sengketal. terjadil. antaral. pemerintahl. republikl. Indonesial. denganl. 

investorl. asing,l. penyelesaianl. sengketal. dilakukanl. melaluil. lembagal. arbitrasel. 

internasionall. sepertil. ICSID,l. ataul. lembagal. penyelesaianl. sengketal. lainnyal. 

berdasarkanl. kesepakatanl. paral. pihak.32 

 

3. SKEMA JOINT VENTURE DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR 

KETENAGALISTRIKAN 

a) Skema Joint Venture Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) merupakan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan.33 Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan dengan 

metode sebagai berikut :34 

1. Swakelola, yaitu kegiatanl. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang 

pekerjaannyal. direncanakan,l. dikerjakan,l. dan/ataul. diawasi sendiri oleh PT. PLN 

(Persero).  

 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Swakelola dilakukan 

dalam hal : 

(1) PTl. PLNl. (Persero)l. memilikil. kemampuanl. pendanaanl. untukl. ekuitasl. l. 

danl. sumberl. pendanaanl. murah; 

(2) Risikol. konstruksil. yangl. rendah; 

(3) Tersedianyal. pasokanl. bahanl. bakar; 

(4) Pembangkit pemikul beban puncak (peaker) yang berfungsi mengontrol keandalan 

operasi; dan/atau 

(5) Pengembangan sistem isolated. 

 

2. Kerja sama penyediaan tenaga listrik 

 Kerja sama penyediaan tenaga listrik dilakukan antaral. PTl. PLNl. (Persero)l. dapatl. 

dilakukanl. denganl. 2l. (dua)l. caral. yaitul. denganl. (1)l. Anakl. Perusahaanl. PTl. 

PLNl. (Persero)l. ataul. denganl. (2)l. Pengembangl. Pembangkitl. Listrikl. (PPL). 

 

2.1. Kerjal. Samal. Melaluil. Anakl. Perusahaanl. PTl. PLNl. (Persero) 

Anakl. Perusahaanl. PTl. PLNl. (Persero)l. diwajibkanl. memilikil. sahaml. tidakl. kurangl. 

51%l. (limal. puluhl. satul. persen)l. daril. baikl. secaral. langsungl. dan/ataul. melaluil. anakl. 

perusahaanl. PTl. PLNl. (Persero)l. lainnya.l. Pelaksanaanl. kerjal. samal. inil. dilakukanl. 

denganl. caral. membentukl. perusahaanl. patunganl. melaluil. kerjal. samal. denganl. badanl. 

usahal. dalaml. negeril. dan/ataul. badanl. usahal. asingl. yangl. memilikil. nilail. strategisl. 

bagi PT PLN (Persero). Adapun kriteria badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha 

asing yaitu:35 

 
31 Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan Joint venture dalam…….”, Hal. 105 
32 Ibid., Hlm. 106 
33 Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017. 
34 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017. 
35 Pasal 9 angka 3 dan angka 4 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017; 
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1. Penyediaanl. pendanaanl. yangl. diperlukanl. olehl. PTl. PLNl. (Persero); 

2. Memilikil. ketersediaanl. energil. yangl. akanl. digunakanl. olehl. PTl. PLNl. (Persero)l. 

dalaml. PIK; 

3. Alihl. teknologi;l. dan/atau 

4. Peningkatanl. kemampuanl. produksil. dalaml. negeri; 

5. Kerjal. samal. denganl. badanl. usahal. asingl. diutamakanl. yangl. sahamnyal. dimilikil. 

olehl. badanl. usahal. asingl. yangl. bersangkutan. 

 

2.2. Kerja Sama Melalui Pengembang Pembangkit Listrik  

Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)l. merupakanl. badanl. usahal. penyediaanl. 

tenagal. listrikl. berupal. badanl. usahal. milikl. negara,l. badanl. usahal. milikl. daerah,l. 

koperasi,l. danl. swastal. yangl. bekerjal. samal. denganl. PTl. PLNl. (Persero)l. melaluil. 

penandatangananl. perjanjianl. juall. beli/sewal. jaringanl. tenagal. listrik.36 Kerjal. samal. 

inil. dilakukanl. dalaml. melaluil. transaksil. juall. belil. tenagal. listrik. 

Dibawah inil. adalahl. Skemal. jointl. venturel. berdasarkanl. Peraturanl. Presidenl. 

Nomorl. 4l. Tahunl. 2016l. jo.l. Peraturanl. Presidenl. Nomorl. 14 Tahun 2017:  

 
Gambar 1. Skema Joint venture Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 

 

b) Skema Pengembangan Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Direksi PLN 

tentang Pedoman Penugasan Anak Perusahaan 

Dalam rangka percepatan PIK, PLN dapat melakukan kerja sama antara Anak 

Perusahaan PLN melalui mekanisme penugasan yang meliputi:37 

a. Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik (terdiri dari pembangunan pembangkit, jaringan 

transmisi, jaringan distribusi, dan/atau gardu induk yang tercantum dalam RUPTL); 

dan/atau; 

b. Kerja Sama Penunjang Penyediaan Tenaga Listrik (antara lain pembangunan 

infrastruktur/sarana pendukung penyediaan energi primer, pengamanan pasokan energi 

primer, pengamanan jasa transportasi energi primer, jasa operasi dan pemeliharaan 

pembangkit, transmisi dan/atau distribusi, penyedian layanan jasa teknologi informasi, 

 
36 Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017. 
37 Pasal 5 Peraturan Direksi PLN No. 0061.P/DIR/2019;  
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termasuk optimalisasi pemanfaatan aset ketenagalistrikan untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia dan informasi, penyediaan layanan jasa enjiniring dan/atau 

kerja sama strategis lainnya sesuai Penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan RUPTL 

dan/atau RJPP).Skema Penugasan kepada Anak Perusahaan diberikan dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Skema Pengembangan Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Direksi PLN 

tentang Pedoman Penugasan Anak Perusahaan 

Penugasan yang dimaksud berdasarkan Peraturan Direksi ini adalah penugasan dalam 

perspektif korporasi, yakni penugasan PLN kepada Anak Perusahaan Penerima Penugasan 

Langsung melalui RUPS dalam rangka pelaksanaan PIK, penugasan mana dapat 

dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi.38 

Anak perusahaan penerima penugasan langsung dapat menugaskan Perusahaan 

Terafiliasi dibawahnya yang sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan yang bersangkutan 

minimal 99% melalui RUPS perusahaan afilisasi tersebut.39 

 

D. KESIMPULAN 

Sampail. saatl. ini,l. beluml. adal. aturanl. hukuml. positifl. dil. Indonesial. yangl. 

mengaturl. mengenail. jointl. venturel. agreementl. ataul. shareholderl. agreementl. ini.l. 

 
38 Pasal 1 angka 11 Peraturan Direksi No. 0061.P/DIR/2019; 
39 Pasal 7 angka (4) jo. Peraturan Direksi No. 0061.P/DIR/2019;  
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Dalaml. praktiknya,l. tidakl. adal. kewajibanl. bagil. perusahaanl. patunganl. (PTl. PMA)l. 

untukl. melaporkanl. ataul. menyerahkanl. jointl. venturel. agreementl. kepadal. instansil. 

pemerintahl. terkaitl. pendirianl. usahal. patungan.l. Denganl. demikian,l. apabilal. jointl. 

venturel. agreementl. tidakl. diaturl. dalaml. hukuml. positifl. makal. terbukal. kemungkinanl. 

perjanjianl. tersebutl. dimanfaatkanl. olehl. pemegangl. sahaml. pengendalil. untukl. 

semakinl. membatasil. hak-hakl. pemegangl. sahaml. minoritas.l. Dalaml. UUPMl. sudahl. 

diaturl. mengenail. ancamanl. batall. demil. hukuml. terhadapl. perjanjianl. pinjaml. 

nama/nomineel. arrangementl. sebagaimanal. diaturl. dalaml. Pasall. 33l. UUPM,l. namunl. 

potensil. persoalanl. yangl. dapatl. ditimbulkanl. olehl. jointl. venture/shareholderl. 

agreementl. samal. sekalil. beluml. diatur.l. Misalnyal. sepertil. dil. Cina,l. dimanal. jointl. 

venturel. agreementl. harusl. dilaporkanl. danl. disampaikanl. kepadal. lembagal. pemerintahl. 

terkait,l. untukl. diperiksal. danl. disetujui.l. Dil. Cina,l. jointl. venturel. agreementl. danl. 

anggaranl. dasarl. harusl. disampaikanl. kepadal. Commissionl. forl. Foreignl. Tradel. andl. 

Economicl. Co-opertionl. (“COFTEC”)l. ataul. kepadal. Ministryl. ofl. Foreignl. Tradel. andl. 

Economicl. Co-opertionl. (“MOFTEC”),l. gunal. mendapatkanl. persetujuan.l. 

Perkembanganl. hukuml. energil. ketenagalistrikanl. Indonesial. berkembangl. kel. arahl. 

liberal,l. dil. tandail. denganl. dil. undangkannyal. Undang-Undangl. Nomor.l. 30l. Tahunl. 

2009l. Tentangl. Ketenagalistrikanl. yangl. isinyal. mengijinkan partisipasi swasta/asing di 

dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Indonenesia. 

Adapun Manfaat dan Permasalahan Seputar Joint Venture, sebagai berikut : (1) 

Pembatasan risiko; (2) Aspek pembiayaan; (3) Menghemat tenaga; (4) Rentabilitas; (5) 

Kemungkinan optimasi know how; (6) Kemungkinan pembatasan kongkurensi. Sedangkan 

permasalahan seputar joint venture yaitu: (1) Persentase kepemilikan saham memperngaruhi 

Suara dalam RUPS; (2) Regulasi yang tidak secara rinci mengatur mengenai kedudukan joint 

venture; (3) Perbedaan Budaya. 

Skema Joint Venture pada sektor ketenagalistrikan, dalam sektor ketenagalistrikan, 

joint venture company merupakan gabungan antara anak perusahaan PT PLN (Persero) atau 

afiliasinya yang kepemilikan sahamnya minimal 51% dengan Badan Usaha yang memiliki 

nilai strategis bagi PT PLN (Persero), yang mana dapat berbentuk badan usaha lokal maupun 

badan usaha asing. Perkembangan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini didominisi oleh 

proyek Independent Power Producer (IPP) dimana perusahaan tersebut merupakan bentukan 

dari perusahaan joint venture company.  
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